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KUTIPAN

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR         TAHUN    
 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang :
	a.
	bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

	
	b.
	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD);

	
	c.
	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029;

	
	d.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
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Mengingat       : 	1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah- daerah Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1968 Nomor  31,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
	
	
	



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986) sebagaimana telah diubah/dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendallian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154) sebagaimana telah diubah/dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 150);
17. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
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18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 35);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-20232023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-20232023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Tahun 2025-2029.


MEMUTUSKAN
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG dan PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.
	
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



Pasal 2 Tujuan penetapan IKU adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :
a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
b. menyusun Dokumentasi Penetapan Kinerja;
c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
e. menyusun perencanaan jangka menengah; dan
f. memantau dan mengendalikan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4
(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
(2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025–2029;
(3) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran/output dan hasil/outcome dengan ketentuan sebagai berikut :
a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil/outcome; dan
b. IKU PD paling sedikit memuat indikator hasil/outcome sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
(5) Ruang lingkup IKU Pemerintah Daerah dan PD Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal                       2026 
BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR
	
	
	




	
	
	



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR        TAHUN        TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029


A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	SATUAN
	PENJELASAN FORMULASI
	PENANGGUNG JAWAB

	MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter
	

	1
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Indeks Pembangunan  Manusia
	Indeks
	IPM = 

	BPS

	
	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 
pada balita
	Persen
	Pravalensi Stunting (%) =              
	Dinas Kesehatan

	
	
	[bookmark: _heading=h.422pctsh88em]Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage)
	Persen
	Treatment Coverage (%) =     
	Dinas Kesehatan

	
	
	Angka Keberhasilan Pengobatan (Treatment Succcess Rate)
	Persen
	TSR (%) = 
	Dinas Kesehatan

	2
	Mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang taat hukum, berbudaya dan demokratis
	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	Indeks
	IKUB = 
(skor tiap dimensi berasal dari instrumen survei instansi pembina; dapat memakai rata-rata tertimbang bila bobot resmi ditetapkan)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

	
	
	Persentase Budaya Warisan yang DIlestarikan
	Persen
	% Budaya Warisan Dilestrikan = 

	Dinas Pariwisata,  Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga




	MISI 2 : Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif
	

	3
	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa
	Indeks Reformasi Birokrasi
	Indeks
	Indeks RB = 
(Komponen & bobot mengikuti pedoman evaluasi KemenPANRB.)
	Inspektorat

	
	
	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)
	Persen
	SPI = 
(Dimensi & bobot mengikuti metodologi SPI instansi pembina.)
	Inspektorat

	
	
	Indeks Desa
	Indeks
	Indeks Desa = 
(Dimensi lazim; sosial, ekonomi, ekologi/lingkungan; bobot mengikuti pedoman nasional.)
	DPMD

	4
	Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital.
	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)
	Indeks
	PEMDI = 
	Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

	5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah
	Nilai Skor LPPD Kabupaten
	Skor
	Skor LPPD = 
(Indikator & bobot mengikuti sistem penilaian LPPD Kemendagri)
	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

	MISI 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Merata dan Berkeadilan
	

	  6
	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas
	Indeks Kualitas I
nfrastruktur
	Indeks
	IKI = 
Contoh subindeks (bisa disesuaikan perangkat daerah pembina):
· Jalan, air minum, sanitasi, perumahan/permukiman
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)

	
	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan
	Persen
	%RT Akses Hunian Layak = 
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

	
	
	Indeks Konektivitas Jalan
	Indeks
	Rumus (opsi ringkas, pilih salah satu)
Opsi A (Proporsi kemantapan jaringan):        
· IKJ = 
Opsi B (Komposit konektivitas) 
· IKJ = 
(misal: akses antar pusat pertumbuhan, keterhubungan ke layanan dasar, kondisi, waktu tempuh)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

	 MISI 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
	

	7
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi.
	Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Persen
	LPE(%) = 
	BPS


	
	
	Indeks Resiko Bencana
	Indeks
	Rumus (umum/ konseptual yang sering dipakai):
· 
Atau dalam bentuk indeks komposit:
· IRB = 
Dengan komponen: bahaya (H), kerentanan (V), kapasitas (C).
	BPBD

	
	
	Tingkat Pengangguran Terbuka 
	Persen
	TPT(%) = 
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

	  8
	Terkendalinya stabilitas fiskal daerah.
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
	Persen
	Rasio Pajak/PDRB(%) = 
(Umumnya pakai PDRB ADHB pada tahun yang sama.)
	Badan Pendapatan Daerah 

	  9
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Poin
	IKLH = 
Dengan:
· IKA = Indeks Kualitas Air
· IKU = Indeks Kualitas Udara
· IKTL/IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Lahan
· w1, w2, w3 = bobot sesuai pedoman instansi pembina.
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	MISI 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial
	

	9
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
	Tingkat Kemiskinan
	Persen
	Kemiskinan(%) = 
(Penduduk miskin = pengeluaran per kapita < garis kemiskinan.)
	BPS

	10
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	Indeks
	IPKK = 
(Dimensi lazim: kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketahanan/ketentraman keluarga. Mengacu pada instansi pembina.)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunggan Anak

	
	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
	Indeks
	IDG = 
(Komponen lazim: keterwakilan perempuan di parlemen/decision making, partisipasi di jabatan manajerial/profesional, kontribusi pendapatan.)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunggan Anak

	
	
	Indeks Perlindungan Anak
	Indeks
	IPA = 
(Klaster umumnya: pemenuhan hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus. Mengacu pedoman KLA/instansi pembina.)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunggan Anak


	
	
	




	
	
	



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

1. Sekretariat Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam 
 Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
	 Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan,   
 Pengkoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang 
 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

	Persen
	
	Renstra Sekretariat Daerah

	2
	
	 Persentase Kinerja, Perumusan Kebijakan,  
 Pengkoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang  
 Pembangunan dan Ekonomi

	Persen
	
	Renstra Sekretarian Daerah

	3
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah 
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui 
 reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen 
 pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut 
 kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan 
akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	


Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



2. Sekretariat Dewan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	


1
	

Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	


Persentase Fasilitasi  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
	Persen
	Cara mengukur seberapa efektif dukungan (layanan, anggaran, koordinasi) yang diberikan oleh Sekretariat DPRD (Setwan) untuk menunjang fungsi utama DPRD (Legislasi, Anggaran, Pengawasan)
Formulasi : Tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi        X 100%
                     Tugas dan fungsi DPRD yang direncanakan
	
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang



	



    2
	

 
 Meningkatknya kapasitas dan Kapabilittas Internal Perangkat 
 Daerah
	



 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui  reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen  pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
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3. Inspektorat Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	




1
	



 
 Meningkatnya Pengawasan dalam Penyelenggaraan 
 Pemerintahan 
	




Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

	
	Proses  penilaian  dilakukan  untuk  mengukur  tingkatmaturitas penyelenggaraan  SPIP  yang  berfokus  pada  3 (tiga) komponen, yaitu; kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan  proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.
 
Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk  memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah  sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. 

 Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian. Masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

 Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan  keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Selanjutnya, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah  temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

 Implementasi SPIP terintegrasi meliputi Penerapan Manajemen Risiko Pemda, Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. OPD pemda dapat melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sedangkan Inspektorat melakukan penjaminan kualitas, sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
Tabel Rumusan Perhitungan Tingkat Leveling Maturitas SPIP sebagai berikut :

	Komponen Penilaian
	Bobot
Unsur
	Skor
	Nilai 

	PENETAPAN TUJUAN
	 
	 
	 

	Kualitas Sasaran Strategis
	50,00%
	5
	

	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
	50,00%
	5
	

	Sub Jumlah Perencanaan
	100,00%
	
	

	Bobot Perencanaan
	40%


	STRUKTUR DAN PROSES
	
	
	

	Lingkungan Pengendalian
	
	
	

	Penegakan Integritas dan Nilai Etika
	3,75%
	3,313
	

	Komitmen Terhadap Kompetensi
	3,75%
	4,330
	

	Kepemimpinan yang Kondusif
	3,75%
	3,477
	

	Pembentukan Struktor Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
	3,75%
	4,000
	

	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
	3,75%
	3,000
	

	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
	3,75%
	3,890
	

	Perwujudan peran APIP yang efektif
	3,75%
	3,000
	

	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
	3,75%
	3,415
	

	Penilaian Risiko
	
	
	

	Identifikasi Risiko
	10%
	3,613
	

	Analisis Risiko
	10%
	3,000
	

	Kegiatan Pengendalian
	
	
	

	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
	2,27%
	3,000
	

	Pembinaan Sumber Daya Manusia
	2,27%
	3,000
	

	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
	2,27%
	3,000
	

	Pengendalian Fisikatas Aset
	2,27%
	3,000
	

	Penetapan dan Reviu atas indicator dan ukuran kinerja
	2,27%
	3,000
	

	Pemisahan Fungsi
	2,27%
	3,000
	

	Otorisasi atas Transaksi dan kejadian yang pentig
	2,27%
	3,000
	

	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaski dan kejadian
	2,27%
	3,000
	

	Pembatasan akses atas  sumber daya dan pencatatannya
	2,27%
	3,000
	

	Dokumentasi yang baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting
	2,27%
	3,000
	

	Informasi dan Komunikasi
	
	
	

	Informasi yang relevan
	5%
	2,800
	

	Komunikasi yang efektif
	5%
	3,000
	

	Pemantauan
	
	
	

	Pemantauan berkeanjutan
	7,50%
	2,890
	

	Evaluasi Terpisah
	7,50%
	3,000
	

	Sub Jumlah Struktur dan Proses
	100,00%
	
	

	Bobot Struktur dan Proses
	30,00%

	PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
	
	
	

	Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
	
	
	

	Capaian Outcome
	15%
	5
	

	Capaian Output
	15%
	5
	

	Keandalan Laporan Keuangan
	
	
	

	Opini Laporan Keuangan
	25%
	3
	

	Pengamanan Atas Aset Negara
	
	
	

	Keamanan Administrasi
	10%
	3
	

	Keamanan Fisik
	5%
	2
	

	Keamanan Hukum
	10%
	2
	

	Ketaatan Pada Peraturan Perundang Undangan
	
	
	

	Temuan Ketaatan – BPK
	20%
	2
	

	Sub Jumlah Hasil
	100,00%
	
	

	Bobot Hasil
	30%
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Meningkatnya Kapabilitas APIP
	

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
	
	penilaian kapabilitas APIP K/L/D terdiri dari tiga  komponen yang mempengaruhi  peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan  (enabler), Aktivitas Pengawasan (delivery), dan Kualitas Pengawasan (result).  Komponen tersebut berawal dari logika berfikir hubungan antara input/masukan, proses, dan output/hasil. Secara keseluruhan, komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dalam penilaian kapabilitas APIP dijabarkan ke dalam 6 Elemen dan 18 Topik. Komponen dukungan pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 60%, sedangkan aktivitas dan kualitas pengawasan mendapatkan bobot penilaian sebesar 40%. 

Setiap  komponen penilaian kapabilitas APIP  yaitu  komponen dukungan pengawasan, komponen aktivitas, dan komponen  kualitas/hasil  memiliki hubungan  yang saling terkait,  bukan merupakan bagian yang terpisah-pisah. Keterkaitan dan hubungan antar komponen tidak hanya berfokus menghasilkan suatu nilai level kapabilitas melainkan juga akan  menghasilkan area perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan  kemanfaatan APIP bagi organisasi K/L/D. Area perbaikan selanjutnya diinternalisasi secara terus menerus agar setiap komponen melembaga (terinstitusionalisasi) dan dapat menghasilkan level kapabilitas yang dikehendaki dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Untuk mewujudkan peran tersebut, 

APIP melakukan suatu aktivitas pengawasan (delivery)  berupa peran dan layanan yang diberikan kepada organisasi K/L/D. Adapun bentuk peran dan layanan yang diberikan dapat berupa asurans dan jasa konsultansi.  Dalam memberikan peran dan layanan, APIP  membutuhkan suatu dukungan pengawasan (enabler) berupa pengelolaan SDM yang kompeten dan profesional, adanya praktik-praktik profesional, budaya dan hubungan organisasi yang dijalinnya, serta didukung dengan struktur tata kelola,  dan akuntabilitas manajemen kinerja.
  Tabel Rumusan Perhitungan Tingkat Leveling Kapabilitas APIP sebagai berikut :

	no
	Elemen
	Hasil penilaian
	Hasil Evaluasi

	
	
	skor
	Level
	Skor
	Level

	1
	Pengelolaan SDM
	0,720
	4
	0,720
	4

	2
	Praktik Profesional 
	0,720
	4
	0,720
	4

	3
	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
	0,240
	4
	0,240
	4

	4
	Budaya dan Hubungan Organisasi 
	0,240
	4
	0,240
	4

	5
	Struktur tata Kelola 
	0,480
	4
	0,480
	4

	6
	Peran dan Layanan 
	1,600
	4
	1,600
	4

	
	Simpulan 
	4,000
	4
	4,000
	4
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 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal  
 Perangkat Daerah
	

Nilai Zona Integritas
	Nilai
	Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1.  Manajemen Perubahan
2.  Penataan Tata Laksana
3.  Penataan Sistem Manajemen SDM
4.  Penguatan Akuntabilitas
5.  Penguatan Pengawasan
6.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
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4. Dinas Pendidikan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	 
 Meningkatanya serta Meratanya Aksesibilitas dan 
 Mutu Pendidikan
	
Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) 

	Persen
	 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun adalah persentase jumlah 
 penduduk usia 7–12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang  
 pendidikan dasar (SD/MI/sederajat), baik melalui jalur formal maupun 
 nonformal, dibandingkan dengan total penduduk usia 7–12 tahun. Indikator 
 ini digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan layanan pendidikan 
 dasar, serta keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai payung hukum pendidikan, yang didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Permendikbudristek terkait Rencana Strategis (Renstra) dan Permendikdasmen tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, serta didukung oleh UU No. 26 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menjadikannya indikator penting untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar 9/12 tahun dan pemerataan akses pendidikan nasional.

	
2
	
	
Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)

	Persen
	 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13 - 15 tahun adalah persentase jumlah 
 penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang 
 pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/sederajat), baik melalui 
 jalur formal maupun nonformal, dibandingkan dengan total penduduk usia 
 13-15 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan 
 layanan pendidikan dasar, serta keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 
 pendidikan dasar
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai payung hukum pendidikan, yang didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Permendikbudristek terkait Rencana Strategis (Renstra) dan Permendikdasmen tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, serta didukung oleh UU No. 26 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menjadikannya indikator penting untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar 9/12 tahun dan pemerataan akses pendidikan nasional.

	
3
	
	
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpastisipasi Dalam Pendidikan (APS)

	Persen
	 Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun adalah persentase 
 jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada  
 jenjang pendidikan Anak Usia Dini (RA/TK/sederajat), baik melalui jalur 
 formal maupun nonformal, dibandingkan dengan total penduduk usia 5-6 
 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan 
 layanan pendidikan dasar, serta keberhasilan pelaksanaan wajib belajar 
 pendidikan dasar
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai payung hukum pendidikan, yang didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Permendikbudristek terkait Rencana Strategis (Renstra) dan Permendikdasmen tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, serta didukung oleh UU No. 26 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menjadikannya indikator penting untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar 9/12 tahun dan pemerataan akses pendidikan nasional.

	4
	
	
 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi   Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)

	Persen
	 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan usia 
 7–18 tahun adalah persentase jumlah penduduk usia 7–18 
 tahun yang sedang mengikuti pendidikan kesetaraan, 
 dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk usia 7–18 
 tahun yang Mencakup Paket A, B dan C
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai payung hukum pendidikan, yang didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Permendikbudristek terkait Rencana Strategis (Renstra) dan Permendikdasmen tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, serta didukung oleh UU No. 26 Tahun 2004 tentang SPPN, yang menjadikannya indikator penting untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar 9/12 tahun dan pemerataan akses pendidikan nasional.

	5
	
	
Rata-Rata Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional

	Persen
	 Rata-Rata Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional (AN) adalah 
 nilai rerata capaian kompetensi literasi peserta didik yang diukur melalui 
 Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca dalam Asesmen 
 Nasional, Memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks 
 dan Mengembangkan kapasitas berpikir kritis dan bernalar.
	Permendikbud No. 23 Tahun 2015

	6
	
	
Rata-Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional

	Persen
	 Rata-Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional 
 (AN) adalah nilai rerata capaian kompetensi numerasi peserta didik 
 yang diukur melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 
 Numerasi dalam Asesmen Nasional untuk Memahami konsep dan 
 prosedur matematika, Menggunakan penalaran matematis untuk 
 memecahkan masalah kontekstual, Menganalisis, menafsirkan, dan 
 mengevaluasi informasi kuantitatif.
	Permendikbud No. 23 Tahun 2015

	7
	
 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah

	  Zona Integritas Perangkat Daerah

	Nilai
	Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1.  Manajemen Perubahan
2.  Penataan Tata Laksana
3.  Penataan Sistem Manajemen SDM
4.  Penguatan Akuntabilitas
5.  Penguatan Pengawasan
6.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
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5. Dinas Kesehatan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat
	Angka Kematian Ibu (AKI)
	Per 100.000 Kelahiran Hidup
	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.
Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.
Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.
 AKI = 
Keterangan :
· AKI : Angka Kematian Ibu
· JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu
· JLH: Jumlah kelahiran hidup
	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

	2
	
	Angka Kematian Balita
	Per 1000 Kelahiran Hidup
	 Indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian anak usia 0–59
 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu

AKBa = 
Keterangan :
· AKBa : Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
· JK<5th : Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <0-4 tahun (0-59 bulan) pada waktu tertentu
· JLH : Jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama

	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

	3
	
	Cakupan SPM Bidang Kesehatan
	Persen
	 Cakupan SPM Bidang Kesehatan adalah nilai capaian SPM yang 
 diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks   
 pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan dengan persentase 
 indeks layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

 Rumus dasar: 
 untuk Cakupan, dan 

	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal KeseHATAN

	
4
	
	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidsng Kesehatan
	Persen
	 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Kesehatan disusun berdasarkan  
 hasil survei terhadap pengguna layanan kesehatan dengan mengacu pada sembilan  
 unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. 
 Setiap unsur pelayanan dinilai oleh responden menggunakan skala penilaian 1   
 sampai dengan 4, di mana nilai 1 menunjukkan pelayanan tidak baik dan nilai 5 
 menunjukkan pelayanan sangat baik. Nilai yang diberikan responden pada masing-
 masing unsur kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk memperoleh Nilai 
 Rata-Rata (NRR) per unsur pelayanan.
 
 Nilai IKM yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menentukan kategori mutu 
 pelayanan, mulai dari mutu A (sangat baik) hingga mutu D (tidak baik), sebagai 
 dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan di 
 bidang kesehatan.
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublIK

	     
     5
	 
 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap   
 Masyarakat
	 
 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui 
 reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen 
 pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut 
 kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan 
 akuntabel serta pelayanan publik yang prima
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6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata
	
Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata

	Persen
	
	PP 16 Tahun 2021

	
2
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
	Persentase pendudukan yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik) layak dan aman 
	Persen
	

	Permen PUPR No 13 Tahun 2023

	
3
	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten
	
Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

	Persen
	
	Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019

	     
    4
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam Pembangunan Infrastruktur
	 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih 
 dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota 
 (IKK) yang Dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja 
 Kualifikasi Operator/Teknisi/Analis 
	Persen
	
	Permendagri Nomor 19
Tahun 2024 dan Pedoman LPPD

	
    5
	Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah
	 
 Ketaatan Terhadap RTRW
	Persen
	
	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

	
     6
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi
	 Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan 
 Kab/Kota 
	Persen
	
	Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman LPPD

	
 
    7
	
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum
	 Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang 
 Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui 
 SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan 
 Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah 
 Penduduk di Kabupaten/Kota Sumedang 
	Persen
	
	Permen PUPR No 13 Tahun 2023


	8
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui  reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai  komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan Tersebut  kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan  akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah












7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Mewujudkan Pelayanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas Dan Berkelanjuta
	 Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan 
 Berkelanjutan

	Persen
	

	Data Perumahan

	2
	
	Pengetasan Luasan Kawasan Kumuh
	Hektar
	% = 
Ha = Luasan kawasan kumuh awal – luasan kawasan kumuh akhir

	Bidang Permukiman

	3
	
	
Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi

	Persen 
	
	UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

	4
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah

	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui 
 reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai 
 komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut 
 kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan   
 akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



	
	
	




	
	
	




8. Satuan Polisi Pamong Praja
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Lingkungan Sosial
	
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan
	Persen (%)
	Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan

Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terindentifikasi oleh Satpol PP (Laporan Masyarakat / Hasil Patroli
x 100%

	Satuan Polisi Pamong Praja

	2
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah

	Nilai
	Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui  reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai  komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut  kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah


9. Dinas Sosial
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	  Meningkatnya Layanan Dasar Bagi PPKS


	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial

	Persen
	
Persentase Pencapaian (%) = 
	Dinas Sosial

	2
	
	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial
	Persen
	
Persentase Pencapaian (%) = 
	Dinas Sosial

	3
	
Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS
	Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang Memberikan Pelayanan Sosial
	Persen
	
Persentase %=(Jumlah Kelembagaan  Sosial/PSKS yang aktif memberikan pelayanan sosial)/(Jumlah Kelembagaan Sosial/PSKS yang terdaftar) x 100%
	Dinas Sosial

	4
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui 
 reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai 
 komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut 
 kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan  akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah




10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Meningkatnya  Kompetensi dan Penempatan Tenaga Kerja
	 Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam  
 dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar  
 Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
	Persen
	
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berbanding dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar
	Disnakertrans

	
2
	
	 Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat
	Persen
	
Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat berbanding dengan jumlah peserta pelatihan
	Disnakertrans

	3
	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan}
	Persen
	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak berbanding dengan jumlah perusahaan keseluruhan
	Disnakertrans

	4.
	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Ditempatkan
	 
 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan dan  
 Difasilitasi

	KK
	Jumlah transmigran yang ditempatkan
	Disnakertrans

	5.
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui 
 reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai 
 komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut 
 kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan   akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah




11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berencana
	
Total Fertility Rate (TFR)
	Kelahiran
	    
	[image: ]    5



	DPPKBP3A

	2
	 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan 
 Perempuan
	 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah 
	Skor
	Di Hitung Berdasarkan Tujuh Komponen Kunci yaitu :
1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Alat Analisis Gender 
6. Data Gender
7. Partisipasi Masyarakat

	KEMEN PPA

	3
	 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dari Perlindungan 
 Khusus Anak
	 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
	Skor
	Di Hitung Berdasarkan Lima Klaster Utama yaitu :
1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan
5. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

	KEMEN PPA

	4
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang   bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah





12.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
 Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
	
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
	Poin
	 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan salah satu indikator 
 kinerja kunci (IKK) yang digunakan pemerintah kabupaten/kota dalam 
 menjalankan pengelolaan sampah dengan sasaran yang ingin dicapai dalam 
 sistem pengelolaan sampah yang berdasarkan penjumlahan beberapa 
 aspek meliputi:
· Aspek kebijakan
· Aspek kelembagaan
· Aspek pembiayaan teknis / anggaran
· Aspek SDM / Masyarakat
· Aspek sarana prasarana persampahan
· Aspek Indeks Kualitas Air (Komponen dari IKLH)
· Aspek Sosialisasi dan Pemahaman
· Implementasi
· Capaian Target dan Kapasitas
· Kota Bersih
[image: ]Hasil akhir dari penjumlahan aspek-aspek tersebut akan menjadi angka atau poin dari IKPS      
               
	Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

	
2
	 
 Meningkatnya Pengembangan Generasi Lingkungan
	
Persentase Peningkatan Generasi Lingkungan
	Persen
	 
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perintisan Pengembangan Generasi Lingkungan

	
3
	
 Meningkatnya Kualitas Air
	
Indeks Kualitas Air (IKA)
	Indeks
	IKA Titik Pantau = 
Dimana: w = faktor pembobot, I = sub- indeks (Q-Nilai) 
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup

	


4
	


 Meningkatnya Kualitas Udara
	


Indeks Kualitas Udara (IKU)
	Indeks
	IKU = 
IINA = 
Indeks NO2 = 
Indeks SO2 = 
Indeks PM2.5 = 
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup

	5
	 Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
	 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

	Indeks
	TL = 



	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021

	6
	 Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan 
 Lingkungan Hidup
	 Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan  
 terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang 
 Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

	Persen
	%Ketaatan=

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	7
	 Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan 
 Konservasi
	 Nilai Efekktivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman  
 Hutan Raya (TAHURA)
	Poin
	METT-4 adalah singkatan dari Management Effectiveness Tracking Tool versi 4, sebuah alat evaluasi digital berbasis Excel untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (seperti Taman Hutan Raya, KSA, KPA, Taman Buru), yang dikembangkan oleh lembaga konservasi internasional seperti IUCN dan WWF untuk melacak kemajuan, mengidentifikasi kelemahan (perencanaan, input, proses, output, outcome), dan merumuskan strategi perbaikan secara kolaboratif. Versi terbaru ini mencakup 38 indikator, lebih fokus pada isu iklim dan nilai budaya, serta memberikan panduan penggunaan yang lebih mudah dan terstruktur untuk evaluasi tahunan.
	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 175 Tahun 2025.

	8
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daera
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi 
 yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah


	
	
	




	
	
	





13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk
	Persen
	J 
	          Data Pelayanan dan Data 
          Kependudukan Bersih (DKB)    
         Kementerian

	
2
	
	
Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil

	Persen
	j
	        Data Pelayanan dan Data     
         Kependudukan Bersih (DKB) 
        Kementerian

	
3
	
	
Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan

	Persen
	%Jumlah Instansi yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan
	Permendagri No 61 Tahun 2015 Keterangan

	4
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi 
 yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	         Permen PANRB No. 90 Tahun  
        2021 tentang Pembangunan dan 
         Evaluasi Zona Integritas Menuju 
         Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
         Wilayah Birokrasi Bersih dan   
         Melayani di Instansi Pemerintah



14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
Terwujudnya Desa Mandiri
	 Persentase Desa Mandiri
	Persentase
	
 X 100 %
	DPMD

	2
	Meningkatnya Kapasitdas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	
Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	

Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1.  	Manajemen Perubahan
2.  	Penataan Tata Laksana
3.  	Penataan Sistem Manajemen SDM
4.  	Penguatan Akuntabilitas
5.  	Penguatan Pengawasan
6.  	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	

Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



15.Dinas Perhubungan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	    1
	Meningkatya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian
	
Cakupan Kelancaran, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

	Persen
	1. Jumlah Trayek yang dilayani (IK1 Angkutan Darat) x Bobot Trayek / Jumlah Kebutuhan Trayek (IK1 Angkutan Darat
2. Jumlah Pemasangan dan Rehabilitasi Perlengkapan dan Fasilitas Jalan Kabupten / Target Kebutuhan Ideal Perlengkapan dan Fasilitas Jalan Kabupaten
	Kementerian Dalam Negeri


	    2
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	


1
	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik
	 Persentase Masyarakat dalam Memahami  
 Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil   
 Bupati Sumedang
	
	


	

	2
	
	 Indeks Keterbukaan Informasi Publik
	
	Penilaian Berdasarkan Pengisian SAQ dan Tahap Presentasi dengan penilaian SAQ berdasarkan 5 Indikator :
1. Mengumungkan Informasi Berkala (25)
2. Menyediakan Dokumen Informasi (10)
3. Mengembangkan Website (25)
4. Mengumungkan Pengadaan Barang dan Jasa (15)
5. Kelembagaan (25)
Total Nilai SAQ= 100

Bobot Penilaian Indeks KIP = 80%(SAQ) + 20% (Nilai Presentasi)
	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 004/KEP/KI-JBR/V/2025 tentang Petunjuk Umum Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025

	

    3
	 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui

 Pemanfaatan Teknologi Digital
	 Indeks Layanan SPBE
	Poin
	
	

	4
	
	 Nilai Kematangan Teknologi Digital
	Poin
	1/100 x Bobot Indikator. 
Total Indikator 35. Dengan rentang poin akhir 1-5.
	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025–2029

	
    5
	 Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan
	 Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
	Nilai IPS
	Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Individu dan Tim Penilai Badan
	Evaluasi Penyelengaraan Statistik Sektoral

	6
	
	 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

 yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
	Persentase 
	Jumlah data statististik sektoral/Jumlah data statististik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia
	SIPD Ewalidata

	7
	 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	 Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)
	Poin/ Score
	Indeks KAMI= Total Skor Perarea

Ket : 

· Terdiri dari 8 Area Penilaian
· Setiap Area Memiliki Format yang sudah di tentukan dengan Tingkat kematangan:
· Tingkat 1  : Telah dilakukan
· Tingkat 2  : Dalam Perencanaan
· Tingkat 3  : Diterapkan Sebagian
· Tingkat 4  : Diterapkan Menyeluruh              

	Instrumen Indeks KAMI


	    8
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Sumedang
	 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
	

	Koperasi = (Jumlah koperasi yang telah melaksanakan digitalisasi perkoperasian ÷ Jumlah Koperasi Aktif) × 100
Koperasi yang Melaksanakan kegiatan Digitalisasi perkoperasian ditahun 2025 melalui kegiatan pelatihan digitalisasi perkoperasian & bimtek penguatan kelembagaan menuju koperasi modern serta studi tiru kekoperasi modern dikabupaten dikabupaten sumedang sebanyak 55 koperasi aktip. akurasi digitalisasi koperasi disukung oleh aplikasi AKOR (Aplikasi Koperasi Terintegrasi) untuk mengetahui Update data koperasiKonvesial,Syariah & KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)

	Dari ods.kop.go.id Pada Kementrian Koperasi dan Aplikasi Akor Produk DKUMKMPP Kab.Sumedang.

	
2
	 Meningkatnya Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang
	 Pertumbuhan Wirausaha
	
	UMKM = (Jumlah Penambahna NIB n1 ÷ Jumlah Penambahna NIB n-1) × 100
Jumlah Pertumbuhan Pelaku UMKM yang memiliki NIB. Pertumbuhan tersebut dihitung dari persentase jumlah UMKM yang memiliki NIB Tahun N dibagi jumlah UMKM yang memiliki NIB tahun N-1 dikali 100%
	Peraturan Pemerintah N0 7 Thn 2021 Tentang Kemudahan,Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah(UMKM)

	
3
	
Meningkatnya Volume Perdagangan
	
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi

	
	Perdagangan = (Jumlah Ijin saran teknis yang diterbitkan ÷ Jumlah yang mengusulkan ijin saran teknis) × 100
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Perijinan saran Teknis dihitung dengan Jumlah Ijin saran teknis tersebut dihitung dari Persentase Jumlah Ijin saran teknis yang diterbitkan (N) dibagi jumlah yang mengusulkan ijin saran teknis (N1) X 100%
	Undang - Undang Cipta Kerja: Dasar Utama simplifikasi dan perijinan berbasis resiko. Peraturan Perijinan dibidang Perdagangan diindonesia utamanya diatur oleh Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag)  terkait Perijinan Berusahan Berbasis Resiko melalui sistem elektronik (OSS), Mencakup Permendag No. 31 Tahun 2023 Untuk Perdagangan Elektronik, Serta Permendag No.21 Tahun 2023 dan No.26 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk berbasis resiko,dengan tujuan integrasi perijinan dan kemudahan berusaha. ini mengikuti prinsip Omnibus Law Cipta Kerja yang menyederhanakan perijinan dengan sistem risiko(Rendah,Menengah Rendah,Menengah Tinggi,Tinggi).

	
4
	
Peningkatan Unit Usaha Industri Baru
	
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri

	
	Perindustrian = (Jumlah akun sinas tahun n1 Jumlah akun sinas tahun n-1) × 100
Jumlah Pertumbuhan PelakuUsaha Industri yang memiliki Akun SIINAS. Pertumbuhan tersebut dihitung dari persentase jumlah Akun SIINAS Tahun N dibagi jumlah akun SIINAS tahun N-1 dikali 100%
	Peraturan Pemerintah N0 28 Thn 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Permenperin NO.37 Tahun 2025 Tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar Produk/Jasa pada penyelenggaraan perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian

	5
	 Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang
	 Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang 
	
		Formulasi perhitungan realisasi investasi Penanaman Modal 
Asing (PMA) dan  Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
 melalui OSS RBA


      Investasi =  Investasi Asset Tetap + Investasi  Modal Kerja  PMA/PMDN

Formula Perhitungaan Realisasi Investasi 
 ∑ Realisasi Investasi = ∑ Realisasi Invest PMDN +
∑ Realisasi Invest PMA
kabupaten



 



	Laporan  Realisasi Investasi Kabupaten diperoleh dari Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui OSS RBA Baik PMA maupun PMDN, yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi

· Tahap Pembangunan/Konstruksi : Pembelian Pematangan lahan, Bangunan/Gedung, Mesin/ Peralatan, Invetasi lain (Kendaraan, Inventaris kantor)
· Tahap Produksi/operasi : Bahan baku/bahan penolong, Gaji/upah karyawan, Biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang dan biaya overhead Perusahaan


	2
	 Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang   bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
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19. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	

1
	
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga



	

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

	%
	Jumlah pemuda aktif (16-30) dalam kegiatan usaha mandiri/kewirausahaan dibagi Jumlah Pemuda (16-30) dikali 100
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

	
2
	
	Tingkat Pemuda Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
	%
	Jumlah pemuda aktif (16-30) dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah Pemuda (16-30) dikali 100
	Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

	
3
	
	Peningkatan Prestasi Olahraga
	Medali
	Jumlah Medali/Penghargaan yang diraih Atlet Asal Kab. Sumedang tahun n + n-1
	Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

	4
	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah
	Presentase  Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

	%
	OPK dan CB yang dikelola secara terpadu dibagi Jumlah OPK dan CB yang terdata/tersedia dikali 100
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

	
5
	
Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata
	
Tingkat Hunian Akomodasi
	%
	Jumlah kamar terjual/terisi dibagi Jumlah Kamar tersedia dikali 100
	UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

	6
	 Mengembangkan Subsektor Ekonomi Kreatif
	Cakupan Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan
	%
	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan dibagi Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan daerah dikali 100
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

	7
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang   bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



20. Dinas Arsip dan Perpustakaan
	21. No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	
1
	
Meningkatnya Literasi Masyarakat
	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
	Poin
	Mengukur Indeks Pembanganunan Literasi Masyarakat

[image: ]

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi dengan Jumlah Penduduk kemudian dikalikan 100%

Keterangan : 
UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan
 UPLM 2 = Ketercukupan koleksi 
UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan 
UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan berSNP 
UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan 
UPLM 7 = Anggota perpustakaan
	Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

	

2
	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip
	

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah
	Nilai
	Mengukur Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

IHPKpd = 0,6 NHPe + 0,4 NHPi

IHPKpd = Indeks Hasil pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah
NHPe = Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal
NHPi = Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
	Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029


	
3
	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	
Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah




21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	N
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	    1
	
Meningkatnya ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau



	
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
	Indeks
	[image: ]
[image: ]
Perhitungan Indeks Komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	2
	 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian
	

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
	Persentase
	


X 100 %
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	3
	
	

Peningkatan Produksi Hortikultura
	
	



	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	4
	
	



Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
	




	






	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	5
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal 
 Perangkat Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah




22. Dinas Perikanan dan Peternakan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing
	Peningkatan Produksi Perikanan
	Persen
	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya pada tahun N (PPiTB N ) dikurangi Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Tahun N-1 (PPiTB N-1)  dibagi dengan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Tahun N-1(PPiTB N-1)  dikalikan dengan 100 persen : = ((PPTB  N – PPTB N-1)  / PPTB N-1) X 100 %
	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

	2
	Meningkatnya Produktivitas Peternakan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan
	Persen
	Rata-rata Peningkatan Produksi Peternakan (Daging, Telur, dan Susu) dari Tahu N-1 ke Tahun N. Produksi Daging (PD), Produksi Telur (PT), dan Produksi Susu (PS). = [(((PD N – PD N-1)/PD N-1) X 100%) + (((PT N – PT N-1)/PT N-1) X 100%) + (((PS N – PS N-1)/PS N-1) X 100%)] /3
	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

	3
	Terkendalinya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan
	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveylance Penyakit dan PHMS
	Persen
	Luas Wilayah terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun ini dibagi Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dikali 100 persen : = (Luas Wilayah Terkendali PHMS Tahun ini / Luas Wilayah Terdampak PHMS) X 100%
	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

	4
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang   
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran dan Non  
 Kebakaran Sesuai dengan Prosedur (Response Time)
	 Cakupan Response Time Pelayanan Kebakaran dan Non 
 Kebakaran
	Persen 
	 x 100 %
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

	2
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat 
 Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah

	
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang   bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



24. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	     2
	 Meningkatnya Kinerja Perangkat
	 Persentase Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah 
	Persen
	c
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

	     3
	 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah 
 dalam Rangka Pencapaian Indeks Inovasi Daerah
	 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan 
 Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam 
 Implementasi Pembangunan
	Persen
	 
 
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

	     4
	
	 Rasio Produk Inovasi yang Dmanfaatkan Pemerintah, 
 Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
	Persen
	j
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

	
1
	 
 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal   
 Perangkat Daerah
	 
 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas ASN
	 Indeks Sistem Merit
	Point
	Penerapan Sistem Merit di Formulasikan melalui 8 aspek maturitas, yaitu:
a. perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan (10%);
b. manajemen talenta (20%);
c. pengelolaan kinerja (14%);
d. pengembangan kompetensi (16%);
e. penguatan budaya kerja dan citra institusi (10%);
f. penghargaan dan pengakuan (10%);
g. disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif (10%);
digitalisasi manajemen ASN (10%).
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

	
2
	 
 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal   
 Perangkat Daerah
	 
 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan 
 tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  
 bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah


26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
	Nilai
	Hasil opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya
	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK

	2
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat 
 Daerah
	Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



27. Badan Pendapatan Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
	 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
	% (Persen)
	Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Daerah Target 22,70%
Formulasi :  Realisasi Pendapatan Asli Daerah    x  100 %
                                    Realisasi Pendapatan 
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

	
2
	 
 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal   
 Perangkat Daerah
	 
 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah




28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Pembinaan Kerukunan dan Toleransi dalam 
 Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 
	 Persentase Penyelesaian Konflik
	 Persen
	(Jumlah Konflik yang tertangani/Jumlah total Konflik tahun berjalan)x100%

	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	2
	 Meningkatnya Pembinaan Politik dan Demokrasi yang Inklusif
	 Tingkat Partisipasi dan Aksesibilitas Masyarakat dalam   
 Pembangunan dan Proses Politik/Demokrasi


	Persen
	(Jumlah Pembinaan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan demokrasi/Jumlah total sasaran masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan demokrasi tahun berjalan) x 100%

	       Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	




3
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat
 Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah








29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana
	Persentase Penanggulangan Pra Bencana
	%
	Perbandingan antara jumlah kegiatan penanggulangan pra bencana (pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan) yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran, dikalikan 100%.
	UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

	2
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana
	Persentase Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana
	%
	Perbandingan antara jumlah kejadian bencana yang ditangani sesuai standar operasional prosedur tanggap darurat dengan jumlah total kejadian bencana yang terjadi dalam satu tahun, dikalikan 100%.
	UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2014

	3
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana
	Persentase Penanggulangan Pasca Bencana
	%
	Perbandingan antara jumlah kegiatan penanggulangan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang terlaksana dengan jumlah kegiatan pasca bencana yang direncanakan dalam satu tahun anggaran, dikalikan 100%.
	UU Nomor 24 Tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

	4
	 
 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal   
 Perangkat Daerah
	 
 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah



30. Kecamatan 
	No
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja Utama
	Satuan
	Penjelasan Formulasi
	Sumber

	1
	 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
	 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Poin
	IKM = (Jumlah nilai unsur ÷ Jumlah unsur yang dinilai) × 25
· Nilai unsur pelayanan diperoleh dari rata-rata jawaban responden pada masing-masing unsur;
· Angka 25 merupakan faktor konversi agar nilai IKM berada pada rentang 25-100;
· Hasil perhitungan IKM digunakan untuk menentukan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

	2
	 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat
 Daerah
	 Zona Integritas Perangkat Daerah
	Nilai
	 Penghitungan bobot dan nilai zona integritas perangkat daerah dilakukan 
 melalui reformasi birokrasi yang difokuskan pada enam area perubahan 
 sebagai komponen pengungkit, yaitu:
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Hasil penjumlahan dan rekapitulasi penilaian dari enam area perubahan  tersebut kemudian dijumlahkan dengan Faktor dan Nilai dari Birokrasi yang  bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
	Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
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